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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DWINA SEPTIANI KENCANAWATI
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 161232
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 64.256.908.930

1. Bangunan Seluas 178 m2 di NEGARA MALAYSIA, HASIL SENDIRI
Rp. 2.441.411.280

2. Tanah Seluas 735 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 4.554.427.500

3. Bangunan Seluas 102 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.123.350.000

4. Bangunan Seluas 76 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.598.560.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 321 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.329.517.500

6. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/298 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 10.514.542.500

7. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 4.020.266.250

8. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 5.678.977.500

9. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.662.500.000

10. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI
Rp. 707.747.400

11. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/20 m2 di NEGARA
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AUSTRALIA, HASIL SENDIRI Rp. 7.948.700.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/18 m2 di NEGARA
AUSTRALIA, HASIL SENDIRI Rp. 7.676.909.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 691.488.000
1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 69.148.800
2. MOBIL, MERCEDEC BENZ JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 380.318.400

3. MOBIL, TOYOTA ALPARD MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 242.020.800

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 132.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 34.887.095.570

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.776.318.988

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.425.000.000

Sub Total Rp. 135.168.811.488

. HUTANG Rp. 1.972.160.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 133.196.651.488
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SAIFUL BAHRI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 465370
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/225 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/246 m2 di KAB / KOTA
CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

5. Tanah Seluas 3.248 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/192 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/94 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

9. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , WARISAN
Rp. 350.000.000

10. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000
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B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 696.250.000

1. MOBIL, HYUNDAI H-1/2,4 A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000

2. MOTOR, HONDA NF125D Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
50.000

3. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
200.000

4. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

5. MOTOR, YAMAHA SE83 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

6. MOTOR, KYMKO DOWNTOWN Tahun 2020, LAINNYA Rp.
45.000.000

7. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE DIESEL 2.2 SIGNATURE Tahun
2022, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 897.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.313.477.794

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.056.664.509

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.997.934.601

Sub Total Rp. 24.311.626.904

. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 24.311.626.904
Catatan:

1

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FARAH FITRIA RAHMAYANTI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 518107
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 358.000.000

1. Tanah Seluas 335 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL
SENDIRI Rp. 358.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 378.900.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 2.900.000

2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 91.000.000

3. MOBIL, BMW 5201 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.389.050.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.516.267.774

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.905.615.384

F. HARTA LAINNYA Rp. 634.500.000

Sub Total Rp. 8.182.333.158

. HUTANG Rp. 316.134.805

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.866.198.353
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FAJAR RIZKI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK . 470996
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/35 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, WARISAN Rp. 1.814.414.999

Tanah dan Bangunan Seluas 383 m2/298 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 2.750.000.000

Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, WARISAN Rp. 200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
WARISAN Rp. 600.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/125 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.181.864.000

Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , LAINNYA Rp. 3.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000

MOBIL, MITSHUBISHI PAJERO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

(PERURI)

Rp. 11.346.278.999

Rp. 922.000.000
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3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

4. MOBIL, BMW MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000

5. MOBIL, MERCEDES BENS SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.000.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.004.117.188

F. HARTA LAINNYA Rp. 121.250.000

Sub Total Rp. 19.418.846.187

. HUTANG Rp. 575.019.427

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 18.843.826.760
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : GANDUNG ANGGORO MURDANI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK . 234121
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.665 m2/590 m2 di KAB / KOTA
KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/120 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 830.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
700.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 7.344.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.634.493.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 66.000.000
Sub Total Rp. 17.589.493.000
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 17.589.493.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



LHKPN
PEJABAT LAIN

(KEPALA SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN KEPALA SPI)
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)
UNIT KERJA . DIREKTORAT UTAMA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ADI SUNARDI
2. Jabatan . KEPALA
3. NHK . 720037
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 570.000.000

1. Bangunan Seluas 41 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 343.295.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 98.660.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.825.818.406
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 3.042.773.406
. HUTANG Rp. 50.823.841
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.991.949.565
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI)
UNIT KERJA . DIREKTORAT UTAMA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . DEVI SYAFRIYENI
2. Jabatan . KEPALA
3. NHK . 245547
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah Seluas 451 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 505.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ C200 SEDAN Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

2. MOBIL, PEUGEOT MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

3. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

4. MOBIL, NISSAN TERRA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 335.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. E ot

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.320.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 300.000.000
Sub Total Rp. 6.160.000.000

. HUTANG Rp. =8
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 6.160.000.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



